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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang
telah memberikan rahmat serta karunianya atas tersusunnya Review
Indikator Kinerja Utama yang merupakan dokumen Pengadilan Agama
Ternate Kelas IB, dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh informasi
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik dan benar,
disamping itu juga memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk

memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka
setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Review Indikator
kinerja utama dilingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat
beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan
indikator kinerja sehingga hasil yang disajikan tidak sesuai dengan

perencanaan instansi diatasnya, bahkan dengan perencanaan nasional.

Kami menyadari penetapan Review Indikator kinerja utama ini masih
banyak kekurangannya meskipun demikian, kami berharap dengan
penetapan ini semua kebijakan program dan kegiatan yang kami susun
mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat
dijadikan pedoman bagi yang memerlukannya untuk mendukung

pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Ternate Kelas 1B

akil Ketua Pegadilan Agama
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi
Pemerintah  wajib menetapkan indikator kinerja utama di
lingkungannya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka
setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator
Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian
sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam
penetapan indikator kinerja sehingga hasil yang disajikan tidak sesuai
dengan perencanaan instansi dia atasnya bahkan dengan perencanaan

nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Review Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan

tujuansebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan

dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi demi perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja dalam Tahun 2017.



BAB II
REVIEW
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyusunan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh
setiap instansi pemerintah yang meliputi Kementerian
Koordinator/Kementerian Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga
Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten sehubungan dengan

perubahan yang terjadi pada organisasi.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh
instansi tersebut sehingga penyusunan Review Indikator Kinerja Utama
dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara

integratif di antara unit kerja di dalamnya.

Review Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras
antar unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap
tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan

hasil (outcomes) yang akan dicapai PengadilanAgama Ternate Kelas IB

Keberhasilan Review Indikator Kinerja Utama secara makro pada
suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi
dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu,
Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di
bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara
bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak
(impacts). Untuk tingkat unit kerja/satuan kerja, indikator kinerja yang
digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan
keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja

lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga. Dengan demikian




mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya

sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi

sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

A. Dasar Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama

Ternate Kelas IB.

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka

pemilihan dan penetapan Review indikator kinerja utama Pengadilan

Agama Ternate Kelas IB adalah sebagai berikut:

1.

Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam
Blue Print 2010-2035 (jilid II);

. Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Agama yang

dirangkum dalam 7 (tujuh) Program Prioritas Peradilan Agama;

. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Agama Ternate

Kelas IB yang diamanatkan oleh undang-undang;

. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber

pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan.

B. Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Ternate
Kelas IB

Dalam pemilihan dan penetapan Review Indikator Kinerja Utama

(IKU) bagi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB, telah dilibatkan berbagai

pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders)

baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Review

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi

karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran

kinerja satuan kerja organisasi.




Tolak ukur Review Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup

memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:
1. Spesifik

2. Dapat dicapai

3. Relevan

4. Menggambarkan keberhasilan

5. Dapat dikualifikasi dan diukur

Review Indikator kinerja utama tersebut dapat juga digunakan untuk

beragam kepentingan, antara lain:
1. Perencanaan jangka menengah
. Perencanaan tahunan
. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
. Pelaporan akuntabilitas kinerja

. Evaluasi kinerja
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. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan

Adapun indikator kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dapat dilihat
pada Tabel Berikut :



REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA

PENANGGUNG SUMBER
NO | KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN
JAWAB DATA
1. TerWUjUdnya a. Persentase sisa perkara Jumlah Siza Perkara yang diselezaikan 100% Panitera Laporan
PrOSES yang diselesaikan Jumlah Siza Perkara vang Harus dizelezaikan X ° Bulanan
. n
Peradilan Lazzran
H Catatan :
yang PaStI’ Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya Tahunan
Transparan
dan b. Persentase perkara Jumlah Perkara yang dizelezaikan tahun berjalan x 100% Panitera Laporan
Akuntabel yang diselesaikan Jumlah Perkara yang ada Bulanan
tepat waktu dan
Catatan : Laporan
e Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harls Tahunan
diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
e Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima
tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
e Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tah{in
berjalan
c. Persentase penurunan In..-Tn Panitera Laporan
. P Tn.i x 100% P
sisa perkara. Bulanan
Tn = Sisa perkara tahun berjalan dan
Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Laporan
Tahunan

Catatan:
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan




. Persentase perkara yang Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Panitera Laporan Bulanan
. . x 100%
Tidak Mengajukan Jumlah Putuzan Perkara dan
Upaya Hukum : Laporan Tahunan
. Bandin Catatan :
) g e Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
e Kasasi e Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka
e PK semakin puas atas putusan pengadilan
Index responden Panitera Laporan
pencari keadilan yang [Index Kepuasan Pencari Keadilan Semesteran dan
puas t.erhadap layanan Catatan - Laporan Tahunan
peradilan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang
Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
Instansi Pemerintah
sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
2. Peningkatan Persentase Isi putusan Jumlah I=i Putusan yang diterima tepat wakmu % 100% Panitera Laporan Bulanan

Efektivitas yang diterima oleh para Jumlah Putusan dan

Pengelolaan pihak tepat waktu Laporan Tahunan

Penyelesaian ,

Perkara Persentase Perkara Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi X 100% Panitera Laporan Bulanan
yang Diselesaikan Jumlah Perkara yang dilakukan Medias=i dan
melalui Mediasi Laporan Tahunan

Catatan :
Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Persentase berkas Panitera Laporan Bulanan

perkara yang
dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap
dan tepat waktu

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap
x 100%

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum

dan
Laporan Tahunan




Persentase putusan
yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi
syariah ) yang dapat
diakses secara online
dalam waktu 1 hari
sejak diputus

Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah
yang di upload dalam website

jumlah putusan perkara

x 100%

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

w

Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

. Persentase Perkara

Prodeo yang
diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo yang dizelezaikan

x 100%

Jumlah Perkara Prodeo

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Wakil Ketua
Pengadilan

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

. Persentase Perkara yang

diselesaikan di luar
Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara vang dizelesaikan di luar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara yang seharusnya dizelezaikan di luar
gedung pengadilan

Catatan :

x 100%

e Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

e Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor
pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

Wakil Ketua
Pengadilan

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

. Persentase Perkara

Permohonan (Voluntair)
Identitas Hukum

Jumlah Perkara Volunteer Identitaz Hukum yang diselezaikan

Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan

Catatan :

x 100%

e Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan
Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan

akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.

e Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkara

Wakil Ketua
Pengadilan

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan




Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.

e |dentitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.

e Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama
dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil

d. Persentase Pencari Panitera Laporan Bulanan
Keadil Gol Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 0 q
€adilan Solongan Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x 100% an
Tertentu yang Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Laporan Tahunan
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum Catatan :
(Posbakum) e PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
e Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
4. Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Panitera Laporan Bulanan
o oo Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti
Kepatuhan Pgrdata ya'ng Ditindaklanjuti % 100% dan
Terhadap (dieksekusi). Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT Laporan Tahunan
Putusar? Catatan :
Pengadllan BHT : Berkekuatan Hukum Tetap




BAB III
PENUTUP

Demikian penyusunan Review Indikator Kinerja Utama ini kami buat
semoga apa yang telah diuraikan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan
jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan
kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja pemerintah dan
pemantauan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-
kegiatan sehingga dapat dinyatakan keberhasilan pencapaian sasaran pada

Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.

Review Indikator Kinerja Utama ini disusun untuk bahan dalam
penyusunan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang baik
dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi harus
memenuhi kriteria antara lain: Spesifik, dapat dicapai, relevan,

menggambarkan keberhasilan, dan dapat dikualifikasi dan diukur.
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